
Menimbang

Mengingat

BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan administrasi

pemerintahan Desa dapat be4'alan efekLif, efisien, te rtib dan

teratur, serta dalam rangka peningkatan pelayan p ublik di

Desa, perlu mengatur Tata Naskah Dinas Pemerintlh Desa

dan Badan Permu syawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa dan Badan

Permu syawaratan Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara F:epublik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pe:retapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Ta:nbahan

Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tir.gkat II

Tanah l,aut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Ti egkat II

Tabalong dengan mengubah Undang- Undang No:lor 27

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang l)arurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpar rjangan

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (l,ernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomrr 5l;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

27561;
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentar rg Desa

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesi:L Nomor

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (L,:mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245;

4. UndanyUndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara itepublik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I/ )mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), seba gaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Jndang-

Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan K,)uangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202i1 Nomor

4, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesiit Nomor

67s71;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik L tdonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lcmtraran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana Glal diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah N omor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pr:raturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pr:raturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Irrdonesia

Nomor6321);

6. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desz. (Berita

Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2Ol7 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 15 Tahun 2017 tentang

Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 15);
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Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATI.N DESA

KABUPATEN KETAPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelengaraan pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang :nenjadi

kewenangan Kabupaten Ketapang.

3. Bupati adalah Bupati Ketapang.

4. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelerrgaraan

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelirrpahan

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk mertangani

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelengg arakan

tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang nremiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatttr dan

mengurus urusan pemerintahan, keperrtingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masy arakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang dial:ui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Ke satuan

Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan -lrusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat selempat

dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Per angkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan tesa.
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8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang me mbantu

Kepala Desa da-lam penyusunarl kebijaka n dan

koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan

unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanr r teknis

dan unsur kewilayahan.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang sela njutnya

disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakarr fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wa<il dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilay ah dan

ditetapkan secara demokratis.

10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desr yang

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanye. dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Perr erintah

Daerah.

11. Tata Naskah Dinas adalah penyelenggaraan komunikasi

tulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan,

pengaman€rn, pengabsahan, distribusi dan penyir:rpanan

Naskah Dinas, serta media yang digunakan dalam

komunikasi kedinasan.

12. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebag ai alat

komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan

oleh pejabat yang berwenang di Pemerintahan Desrr.

13. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu

jabatan

14. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan

jabatan atau nama Desa yang ditempatkan di bagi rn atas

kertas.

15. Instruksi Kepala Desa adalah Naskah Dinas yang

berisikan perintah dari Kepala Desa kepada Per angkat

Desa untuk melaksanakan tu gas-tu gas pemerintat.an.

16. Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang berisi

pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjul< cara

melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan

mendesak.
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17. Surat Biasa adalah Naskah Dinas yang berisi

pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawabi ur atau

sa.ran dan sebagainya.

18. Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yanl3 berisi

pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tand r bukti

untuk menerangkan atau menjelaskan ke renaran

sesuatu hal.

19. Surat Perintah adalah Naskah Dinas yang berisi perintah

untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

2O. Surat Izin adalah Naskah Dinas yang berisi persetujuan

terhadap suatu permohonan yang dikeluarken oleh

pejabat yang berwenang.

21. Surat Perjanjian adalah nakah dinas yang berisi

kesepakatan bersama antara dua belah pihak atziu lebih

untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum

yang telah disepakati bersama.

22. Surat Perintah Trrgas adalah Naskah Dinas yang berisi

perintah untuk melaksanakan peke{aan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

23. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Naskalr Dinas

dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau

pejabat tertentu yang berisi perintah untuk

melaksanakan perjalanan dinas.

24. Surat Kuasa adalah Naskah Dinas yang berisi pernberian

wewenang dengan atas namanya untk melakukar r suatu

tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

25. Surat Undangan adalah Naskah Dinas yang berisi

undangan untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan.

26. Surat Panggilan adalah Naskah Dinas yang berisi

panggilan kepada seseorang untuk menghadap.

27. Nota Dinas adalah Naskah Dinas yang bersifat i nternal

berisi komunikasi kedinasan antar Kepala Desa atau dari

Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan dari Pelangkat

Desa kepada Kepala Desa.
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28. kmbar Disposisi adalah Naskah Dinas dari Kepr rla Desa

berisi petunjuk tertulis kepada Perangkat Desa.

29. Telaahan Staf adalah Naskah Dinas dari Kepala Desa

kepada pemerintah yang lebih tinggi atau dari Pr:rangkat

Desa kepada Kepala Desa berisi analisis pertim bangan,

pendapat dan saran-saran secara sistematis.

30. Pengumuman adalah Naskah Dinas yang berisi

pemberitahuan yang bersifat umum.

3l. Laporan adalah Naskah Dinas yang berisi inforn:asi dan

pertanggungiawaban tentang pelaksanaan tugas

kedinasan.

32. Rekomendasi adalah Naskah Dinas dari Kepa a Desa

berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu l al yang

dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

33. Surat Pengantar adalah Naskah Dinas yang ber: si jenis

dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.

34. Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi kett:rangan

atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pi.:rak.

35. Notulen adalah Naskah Dinas yang memuat catatan

proses sidang atau rapat.

36. Daftar hadir adalah Naskah Dinas dari pejabat

berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran

seseorang.

37.Piagam adalah Naskah Dinas dari Kepala Desz. berisi

penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau

keteladaaan yang telah diwujudkan.

38. Sertifikat adalah Naskah Dinas yang merupakan tanda

bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
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BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa; dan

b. Tata Naskah Dinas BPD.

BAEI III

TATA NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Pelaksan l Tugas,

Pelaksana Harian dan Penjabat bagi Pemerintah Desrt

Pasal 3

(1) Atas narna yang disingkat a.n. merupakar jenis

pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara

Kepala Desa kepada Sekretaris Desa, Kepala Se<si, dan

Kepala Urusan.

(2) Tanggung jawab pelimpahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tetap berada pada pejabat yang

melimpahkan wewenang dan Perangkat Desa yang

menerima pelimpahan wewenang harus

mempertanggunglawabkan kepada pejabat yang

melimpahkan wewenarlg.

Pasal 4

(1)Pelaksana tugas yang disingkat Plt. merupakan pejabat

sementara pada jabatan Kepala Desa dan Peranglat Desa

yang mendapat pelimpahan wewenang penand atangan

Naskah Dinas, karena pejabat definitif belum dilartik.

!
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(2) Pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana d imaksud

pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Ca rrat dan

berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Keprrla Desa

dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggunglawab atas Naskah Dinas yang

diterbitkannya.

Pasal 5

(1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh. me rupakan

pejabat sementara pada jabatan Kepala Desa dan

Perangkat Desa yang mendapat pelimpahan w ewenarg

penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabal definitif

berhalangan sementara.

(2) Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksrrd pada

ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Desa denga:r Surat

Penunjukan dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksrrd pada

ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas

Naskah Dinas yang diterbitkannya kepada pejabat

definitif.

Pasal 6

(1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan 'renjabat

sementara untuk jabatan Kepala Desa.

(2) Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul C,rmat.

(3) $. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggunglawab atas penerbitan Naskah Dinrs yang

diterbitkannya.
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Bagian Kedua

Penyelenggaraan Naskah Dinas

Pasal 7

Penyelenggaraan Naskah Dinas dilaksanakan dalam .ral :

a. pengelolaan surat masuk;

b. pengelolaan surat keluar;

c. tingkat keamanan dan keselamatan;

d. kecepatan proses;

e. penggunaan kertas surat;

f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi

perkantoran; dan

g. warna dan kualitas kertas.

Pasal 8

(1) Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksucl dalam

Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui

tahapan :

a. Pemerintah Desa menindaklanjuti surat yang c.iterima

melalui tahapan :

1. diagendakan dan diklasifrkasikan sesuzLi sifat

surat serta didistribusikan ke Perangka t Desa

sesuai bidang tugasnya;

2. Perangkat Desa menindaklanjuti sesuai dengan

klasifikasi surat dan arahan Kepala Desa;

3. surat masuk diarsipkan pada urusan tata usaha

dan umum.

b. surat jawaban yang mempunyai tenrbusan

disampaikan kepada yang berhak;

(2) Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh BPD melalui tahaprrn :

a. Sekretaris BPD dan/atau staf administras BPD

mengagendakan surat kedalam buku surat masuk;

b. surat didistribusikan kepada seluruh a nggota

BPD;dan

c. surat diarsipkan pada sekretariat BPD.
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Pasal 9

(1) Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksrtd dalam

Pasal 7 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui

tahapan :

a. konsep surat keluar diparaf secara berjen ang dan

terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-

masing Perangkat Desa dan diagendakan ole r urusan

tata usaha dan umum dalam rangka pengenc alian;

b. surat keluar yang sudah ditandatangani olelr pejabat

yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel

oleh urusan tata usaha dan umum den wajib

ditembuskan kepada Camat untuk diketahui;

c. surat keluar yang sifatnya penting dan strat:gis agar

terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camirt;

d. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b
wajib segera dikirim; dan

e. surat keluar diarsipkan pada urusan tata us,aha dan

umum

(2) pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b, dilakukan oleh BPD melalui taha pan :

a. konsep surat keluar diparaf oleh Sekretaris Bl)D;

b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh Ketua

BPD dan/ atau Pimpinan BPD lainnya diben nomor,

tangga-l dan stempel oleh Sekretaris BPD dan/atau

staf administrasi BPD;

c. surat keluar yang sifatnya penting dan strate gis agar

terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat; dan

d. surat keluar diarsipkan pada sekretariat BPD.
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Pasal 10

Tingkat keamanan dan keselamatan sebagairnana di maksud

dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan mencan tumkan

kode pada sampul Naskah Dinas sebagai berikut :

a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan su:rat yang

materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang

tinggi, erat hubungannya dengan rahasia Negara,

keamanal dan keselamatan Negara;

b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yanll materi

dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinl gi yang

berdampak pada kerugian Negara dan disintegrasi ;angsa;

c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat

keamanan isi surat perlu mendapat perhatian p,:nerima

surat;

d. surat konlidensial disingkat K, merupakan surirt yang

materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang

yang berdampak kepada terhambatnya j,rlannya

pemerintahan dan pembanguan; dan

e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang ma:eri dan

sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada

yang tidak berhak.

Pasal 11

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam I'asal 7

huruf d, sebagai berikut :

a. sangat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah

surat diterima;

b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelal r surat

diterima;

c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelalr surat

diterima; dan

d. biasa, dengan batas waktu paling lama 5 (lima) hari keq'a

setelah diterima.
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Pasal 12

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksu I dalam

Pasal 7 hurufe, sebagai berikut:
a. kertas yang digunakan untuk Naskah Dinas ade ilah HVS

70 gram;

b. penggunaan kertas HVS diatas 70 gram atau jr:nis lain,

hanya terbatas untuk jenis Naskah DinzLs yang

mempunyai nilai keabsahan tertentu dan nilai Legunaan

dalam waktu lama;

c. penyediaan surat berlambang Negara berwarne kuning

emas atau logo Daerah berwarna dicetak diatas lertas 80

gram;

d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-rlenyurat

adalah folio I f4 (2 15 x 33 mm) ;

e. ukuran kertas yang digunakan untuk laporan arlalah A4

(2lO x297 mm); dan

f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato/srmbutan

adalah A5 (165 x 215 mm).

Pasal 13

(1) Pengetikan sarana administrasi dan koreunikasi

perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
f bentuk Naskah Dinas produk hukum, sebagai b:rikut :

a. menggunakan jenis hruruf bookman oldstgle dengan

ukuran 12, spasi 1,5 (before O pt, afier O pt\;

b. batas antara tepi kertas dan naskah adalah 8 cm dari

tepi atas kertas (untuk halaman 1),3 cm (untuk

halaman 2 dan seterusnya), 2,5 cm dari tepi bawah

kertas, 2,5 cm dari tepi kiri kertas dan 2,5 cm lari tepi

kanan kertas; dan

c. pencantuman nomor halaman 2 dan seteru snya di
bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri
tanda baca (-) dan diberi jarak I spasi.
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(2) Pengetikan sarana administrasi dan koreunikasi
perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
f bentuk Naskah Dinas surat selain produk hukum,
sebagai berikut :

a. penggunaan jenis huruf anal ukuran 1l eta:u 12,

spasi 1 atau 1,5 (before 0 pt, after 0 pt sesuai

kebutuhan;

b. batas antara tepi kertas dan naskah surat a dalah 7

cm (untuk halaman yang menggunakan kop), 2 cm

(untuk halaman 2 dan seterusnya), 2,5 cm (tari tepi

bawah kertas, 3 cm dari tepi kiri kertas dan 2 cm dari

tepi kanan kertas; dan

c. alenia pada paragraf ditandai dengan takuk yaitu 6
ketuk atau spasi.

(3) Ruang tanda tangan merupakan tempat pada bagan kaki

Naskah Dinas yang memuat nama jabatan :

a. ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan

bawah setelah baris kalimat terakhir;

b. nama jabatan diletakkan pada baris pertam a tidak

disingkat;

c. ruang tanda tangal sekurang-kurang:nya empat

paragraf; dan

d. jarak ruang antara tanda tangan dan tepi kanan

kertas adalah 3 cm, sedangkan untuk tt,pi kiri

disesuaikan dengan baris terpanjang.

Pasal 14

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

Pasal 15

(1) Bentuk Naskah Dinas produk hukum Pemerintal r Desa,

terdiri atas :

a. Peraturan Desa;

b. Peraturan Kepala Desa;

c. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan

d. Keputusan Kepala Desa.
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(2) Bentuk Naskah Dinas produk hukum BPD, terdiri atas :

a. Peraturan BPD; dan

b. Keputusan BPD

Pasal 16

(1) Bentuk Naskah Dinas surat selain produk hukum

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam t'asal 15

ayat (1), terdiri atas :

a. Instruksi;

b. Surat Edaran;

c. Surat Biasa;

d. Surat Keterangan selain Tanah;

e. Surat Perintah;

f. Surat Izin;

g. Surat Pe{anjian;

h. Surat Perintah Tugas;

i. Surat Perintah Perjalanan Dinas;

j. Surat Kuasa;

k. Surat Undangan;

l. Surat Panggilan;

m. Nota Dinas;

n. Lembar Disposisi;

o. Telaah Staf;

p. Pengumuman;

q. Laporan;

r. Rekomendasi;

s. Surat Pengantar;

t. Berita Acara;

u. Notulen;

v. Perjanjian Kerjasama;

w. Daftar Hadir;

x. Piagam; dan

y. Sertifikat.
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(2) Bentuk Naskah Dinas surat selain produk hukrrm BPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terdiri

atas :

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;

c. Surat Perintah;

d. Surat Izin;

e. Surat Perintah Tugas;

f. Surat Perintah Perjalanan Dinas;

g. Surat Kuasa;

h. Surat Undangan;

i. Surat Panggilan;

j. l.aporan;

k. Surat Pengantar;

1. Berita Acara;

m. Notulen; dan

n. Daftar Hadir.

(3) Format naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (21 tercantum dalam Lampiran angka 1 sampai

dengan angka 28 Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani terlebih

dahulu diparaf.

(2) Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk

hukum sebelum ditandatangai terlebih dahulu diparaf

pada setiap lembar.

(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ryat (21

merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk

pertanggungiawaban atas muatan materi, sut stansi,

redaksi dan pengetikan Naskah Dinas.
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(4) Pembubuhan paraf dilakukan sebagai berikut :

a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleJr Kepala

Desa harus diparaf terlebih dahulu oleh I'erangkat

Desa yang bertanggung jawab terhadap rubtansi,

redaksi dan penulisan Naskah Dinas tersebrrt sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya;

b. naskah dinas sebelum ditandatangani ole h Ketua

BPD harus diparaf terlebih dahulu oleh S ekretaris

BPD;

c. penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir

Naskah Dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari

sebelah kiri narna pejabat yang akan

menandatangani;

d. paraf untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas,

dibubuhkan pada lembar pertama;

e. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunar: produk

hukum/surat yang lebih dari satu lemba:, setiap

lembarnya diparaf pada pojok kiri kertar, bagian

bawah; dan

f. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan sL rat yang

mempunyai lampiran, pada lembar lampirar. dipojok

sebelah kanan atas ditulis lampiran surat, ncmor dan

tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah

ditandatangai oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Penulisan nama Kepala Desa atau Ketua BPD pada Naskah

Dinas:

a. dalam bentuk dan susunan produk hukure tidak

menggunakan gelar; dan

b. dalam bentuk dan susunan surat selain produk hukum

menggunakan gelar.
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Pasal 19

(1) Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam F asal 15

ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dan tidak dapat

didelegasikan.

(2) Naskah Dinas selain produk hukum sebagpimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditandatangzLni oleh

Kepala Desa dan dapat didelegasikan kepada Se kretaris

Desa dan/atau Perangkat Desa lain yang ditunj rk oleh

Kepala Desa.

(3) Salinan produk hukum Desa sebagaimana dirnaksud

pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Desa.

(a) Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam P rsal 15

ayat (21 ditandatangani oleh Ketua BPD denf atart

Pimpinan BPD lainnya.

(5) Naskah Dinas selain produk hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditandatanga ni oleh

Ketua BPD dan dapat didelegasikan kepada Pi:npinan

BPD lainnya.

(6) Safinan produk hukum Desa sebagaimana direaksud

ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris BPD.

Bagian Keempat

Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas

(1) Tinta yang akan

berwama hitam.

Pasal 20

digunakan untuk Naskah Dinas

(2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf

Naskah Dinas berwarna biru.

Bagian Kelima

Stempel

Pasa] 21

(l) Stempel Pemerintah Desa dan BPD berbentuk lingl aran.
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(2) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. ukuran garis setengah lingkaran luar stemp:l Desa

adalah 4 (empat) cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah lr,8 (tiga

koma delapan) cm;

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 (dua

koma tujuh) cm;

d. jarak antara 2 (dua) garis yang tedapat dalam

lingkaran dalam maksimal I (satu) cm.

e. untuk stempel Pemerintah Desa garis tengah

lingkaran luar dan garis tengah lingkaran lengah

sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c

berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama

Kecamatan, nama Desa, dengan pembatas tanda

bintang; dan

f. untuk stempel BPD garis tengah lingkaran luir dan

garis tengah lingkaran tengah sebagaimana dimaksud

pada huruf b dan huruf c berisi nama Peme rintah

Kabupaten, nama Kecamatan, nama BPD Desa,

dengan pembatas tanda bintang.

Bagian Keenam

Penggunaan

Pasal 22

(1) Pejabat yang berhak menggunakan Stempel Pemer intah

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, aCalah

Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.

(2) Pejabat yang berhak menggunakan Stempel Eradan

Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud c alam

Pasal 21, adalah Ketua BPD dan/atau Pimpinan BPD

lainnya.
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(3) Stempel untuk Naskah Dinas menggunakan tinta
berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagran kir. tanda
tangan pejabat yang menandatangani Naskah Dine.s.

Bagian Ketujuh

Kewenangan Pemegang dal Penyimpanan Stempel

Pasal 23

(1) Kewenangan pemegang dan penyimpanan s lempel

Pemerintah Desa untuk Naskah Dinas pada sekretariat

Desa.

(2) Kewenangan pemegang dan penyimpanan stempe I BPD

untuk Naskah Dinas pada sekretariat BPD.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan

ayat (21 bertanggung jawab atas penggunaan stempr:I.

Bagian Kedelapan

Kop Naskah Dinas

Pasal 24

(1) Kop Naskah Dinas Pemerintah Desa terdiri dari :

a. kop Naskah Dinas produk hukum pemerintah Desa

memuat l"ambang Garuda warna hitam di t,agran

tengah, nama Pemerintah Desa, dan Nama

Kabupaten;

b. kop Naskah Dinas surat selain Naskah Dinas p:oduk

hukum pemerintah Desa memuat lambang d aerah

warna hitam dibagian kiri atas, nama Pemetintah

Kabupaten, nama Kecamatan, nama Desa, al amat,

nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan

kode pos.



(2) Kop Naskah Dinas BPD terdiri dari :

a. kop Naskah Dinas produk hukum BPD rremuat

Lambang Garuda wama hitam di bagian tengah,

nama Pemerintah Desa, dan Nama Kabupaten

b. kop Naskah Dinas surat selain produk hukt.m BPD

memuat lambang daerah warna hitam dibagian kiri
atas, nama Pemerintah Kabupaten, nama Keci matan,

nama BPD Desa, alamat, nomor telepon, nomor

faksimile, website, e-mail dan kode pos.

Pasal 26

(1)Jenis dan ukuran tulisan pada kop Naskah Dinas produk

hukum Pemerintah Desa dan BPD menggt nal<an

bookman old stgle ukwran 12.

(2) Jenis dan ukuran tulisal pada kop Naskah Dinas selain

produk hukum Pemerintah Desa dan BPD t lengan

ketentuan :

a. tulisan nama Pemerintah Daerah dengan huruf

kapital arial ukuran 14;

b. tulisan nama Kecarnatan dengan huruf kapita I onal

ukuran 14;

c. tulisan nama Pemerintah Desa atau nama BPfl Desa

dengan huruf kapital arial ukuran 18; dan

d. tulisan alamat, nomor telepon, nomor fak'rimile,

website, e-mail dan kode pos dengan l:,ur.ul' arial

ukuran 10.
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Pasa1 25

(l) Kop Naskah Dinas Pemerintah Desa sebagaimana

dimalsud dalam Pasal 24 ayat (1) digunakan untuk
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepalr Desa

yang bersangkutan atau Perangkat Desa yang ditu rjuk.

(2) Kop Naskah Dinas BPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (21 digunakan untuk Naskah Dinas yang

ditandatangani oleh ketua BPD dan/ atau pimpinarr BPD.



Bagian Kesembilan

Penomoran Naskah Dinas

Pasd 27

(1) Penomoran Naskah Dinas terdiri atas :

a. Naskah Dinas produk hukum Pemerintah D,:sa dan

BPD; dan

b. Naskah Dinas selain produk hukum Perr erintah

Desa dan BPD.

(2) Penomoran Naskah Dinas produk hukum Pemerintah

Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada z Lyat (1)

huruf a memuat nomor urut pada buku regis':er dan

Tahun Penetapan.

(3) Penomoran Naskah Dinas surat selain produk hukum

Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksu d pada

ayat (l) huruf b memuat sifat surat, nomor urtLt pada

buku register, kode pengelola surat sesuai bidang, tugas,

kode klasifikasi, bulan pembuatan surat dengan angka

romawi, dan tahun pembuatan surat

Pasal 28

(1) Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 dan Pasal 16 berbentuk empat persegi prurjang.

(2) Ukuran sampul Naskah Dinas desa sebagrrimana

dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 (empat

puluh satu) cm dan lebar 30 (tiga puluh) cm;

b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 (tiga

puluh lima) cm dan lebar 25 (dua puluh lima) cm;

c. sampul setengah folio dengan ukuran panjtmg 28

(dua puluh delapan) cm dan lebar 18 (delapar belas)

cm; dan
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d. sampul seperempat folio dengan ukuran parqjang 28

(dua puluh delapan) cm dan lebar 14 (emprtt belas)

cm.

(3) Jenis kertas sampul Naskah Dinas sebal,gimana

dimaksud pada ayat (2) menggunakan kertas casing

dengan warna coklat.

Pasal 29

(1) Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksuc dalam

Pasal 16 ayat (1) berisi lambang daerah warni r hitam

dibagian kiri atas, nama Pemerintah Kabupaterl, nama

Kecamatan, narna Desa, alamat, nomor :elepon,

faksimilie, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah

atas.

(2) Sampul Naskah Dinas BPD sebagaimana dirnaksud

dalam Pasal 16 ayat (2) berisi lambang daerah warna

hitam dibag;ran kiri atas, nama Pemerintah Kab rpaten,

nama Kecamatan, nama BPD Desa, alamat, nomor

telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos d ibagian

tengah atas.

Bagran Kesepuluh

Papan Nama

Pasal 30

(1) Papan nama Pemerintah Desa dan BPD berbentuk

empat persegi panjang.

(2) Papan nama Pemerintah Desa dan BPD rrcbagai

dimaksud pada ayat (1) memakai bahan berwarni L dasar

putih, huruf balok dengan warna hitam rlengan

perbandingan ukuran panjang dan lebar papan adalah

2:1.



Pasal 31

(1) Papal nama Pemerintah Desa berisi tulisan Pe merintah

Kabupaten, nama Kecamatan dan nama D,:sa yang

bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kod: pos.

(2) Papan nama BPD berisi tulisan Pemerintah Kabupaten,

nama Kecamatan, nama BPD, alamat, nomo:' telepon

serta kode pos.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 33

Kepala Desa dan Ketua BPD melaporkan pelaksanaan

Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Desa kepada

Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Pr:rangkat

Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pen! lawasan
penyelenggaraan tata Naskah Dinas di Desa.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan seballaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Or,ganisasi

Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahal

Desa.

Pasal 32

Papan nama Pemerintah Desa dan BPD ditempatl:an pada

tempat yang strategis di depan kantor desa, mudah dilihat

dan serasi dengan letak dan bentuk bangunan.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memeri rtahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ke apang

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal I Marzt 2022

BUPATI KETA)ANG,

TTD

MARTIN RAN'AN

Diundangkan di Ketapang,

pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KAI}UPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SH. MH
Pembina Tingkat I

Nip. 19700703 199903 1 007

@ xev*nBAGTAN HUKUMT
SETDA KAB. KETAPANG,}

rr . I_71ry
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I.AMPIRAN
PERATI.]RAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 17 TpJmN 2022
TENTANG TATA NAS]iAH DINAS
PEMERINTAH DESA D1\N
BADAN PERMUS\AWARATAN
DESA KAE}UPATEN KS'APANG

1. lnstruksi

PEMERINTAH I{ABUPATEN KETAPATTG
KECAMATAN

Te|p. ...,..,.... Email ... ...Website

EI

INSTRUKSI KEPALA DESA.,......
NOMOR: /lll

TENTANG

dengan ini menginstruksikan:

dan seterusnya;

lnstruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

1

2
3
4

Ditetapkan di
pada tanggal

NAMA

KEPALA DESA .................

Dalam rangka...

KEPALA DESA.....,....-...,,



2. Surat Edaran

-26-

PEMERINTAH KABIIPATEN KETAPANG
I(EICA.}IATAN

DESA
Alama:.........

Telp. .......,... Email Website

Yth

SURAT EDARAN
NOMOR: / I I I

TENTANG

Tempat, Tanggal Bulan.Tahtrn

Kepada

di-

KEPALA DESA

NAMA



3. Surat Biasa

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN

DESA
Telp. .....

Alamat : ....

. Email : .......... Website

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

:l lll
: Penting
: Satu berkas

Tempat, Tanggal Bulan Tatun

Kepada

di-

Yth

NAMA

KEPALADESA........,
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4. Surat Keterangan

Telp

PEMERINTAII I(ABUPATEIT KETAPANG
I(ECAUATAN

DESA
Alamat

,...., Email : .... Website

G4

T

SURAT KETERANGAN

NOMOR:

Yang bertandatangan dibawah ini:

a. Nama

b. Jabatan : Kepala Desa .. ......

dengan ini menerangkan bahwa

a. Nama
b. Jabatan
c. Maksud

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

tttt

Tempat, Tanggal Bulan Talrun
KEPALA DESA,.,.....,,,,-,,.-,

NAMA



5. Surat Perintah
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PEMERINTAII KABI'PATEN XETAPANG
KBCA}IATAN

DESA
Alamat

Telp.,........., Email Website

SURAT PERINTAH

NOMOR:

Nama (yang memberikan perintah)
Jabatan

tttt

MEMERINTAHKAN.

Kepada

a. Nama
b. Jabatan

Untuk

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA........ ,

NAMA



6. Surat lzin

-30-

PEMERINTAH KABUPATEN I(ETAPANG
KECAMATAN

DESA
Telp. .....

Aiamat

Email : .... Website

E E
E

TENTANG

Dasar

Kepada

Nama

Jabatan

Alamat

Untuk

a

b

MEMBERI IZIN

NAMA

SURAT IZIN KEPALA DESA ..,..,....,...
NOMOR: /lll

Ditetapkan di .. . .

pada tanggal

KEPALA DESA ....,......,
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7. Kesepakatan bersama Kerjasama Desa dengan Desa lain

PEMERINTAII KABIIPATEN XTTIIPANG
KFCAMATAil

DESA
Alamat

Email : .,.. WebsiteTelp

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

PEMERINTAH DESA ...,.,,.,,

DAN

PEMERINTAH DESA ...,.,.,.,,,,

TENTANG

NOMOR..
NOMOR..

Pada hari ini, .... , tanggal
bawah ini :

I ... (nama tanpa gelar)

. , bulan ... , tahun ... , bertempat di ... yang bertanda langan di

Il ... (nama tanpa gelar)

..., berkedudukan di ..., Jalan ..., dalam hal ini bt:rtindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa ..., selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU.
..., berkedudukan di ..., Jalan ,.., dalam hal ini b,:rtindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa ..., sel; njutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sam€ dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. ... dst
2. ... dst

Berdasarkan haFhal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kew:nangan
masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Ke*rpakatan
Bersama .........., dengan ketenluan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD OAN TUJUAN

Pasal .........-

dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di .............. pada hari
dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (...) bermaterai cukup, masing -masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

NAMA (tanpa gelao NAMA (tanpa gelar)



Logo
Pihak
Ketiga
Pihak2

S.Surat Perjanjian Keriasama Desa dengan Pihak Ketiga

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

PEMERINTAH DESA...

Laml,ang
daelah
Pihi k 1

1

DAN

TENTANG

NOMOR...
NOMOR...

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ..., tahun .. ( -..-. .), kami yang bertanda langan di
bawah ini :

I ... (nama tanpa gelao : ..., berkedudukan di ..., Jalan ..., dalam hal ini br:rtindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa ..., selu njutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU.

ll ... (nama tanpa gelar) : ..., berkedudukan di ..., Jalan ..., berdasarkan A lggaran
Dasar PT ... yang dibuat di hadapan Notaris ..., yalg telah
disahkan oleh Meterai ..., berdasarkan Kepulusar Nomor
..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nam. PT...,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sam:r dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebul PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

dst
2. ..................... ................................ dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing,
PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ... dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 'l

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ..........

dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di p ada hari
dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ......... (............) bermaterai cukup, masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

NAMA (tanpa gelao NAMA (tanpa gelar)
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9.Contoh Format Map

LAMBANG
DAERAH

BERWARNA

PEMERINTAH DESA...



10. Surat Perintah Tugas

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN

DESA
Telp. .....

Alamat :

Email : ..... Website

nE

Dasar

Kepada

Untuk

Nama
Jabatan

1

2
3

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: /lll

MEMERINTAHKAN:

1

2. Nama
Jabatan

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPAI.A DESA........,

NAMA

a.
b.
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PEMERINTAII KABTIPATEN XETAPANG
I{ECA}IATAN

DESA
Telp. .....

AJamat

Email Website

Lembar ke
Kode No.
Nomor tlll

SURAT PERINTAH PERJALANANAN DINAS
( SPPD )

Dikeluarkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..

Pejabat yang memberi perintah

2 Nama Pejabat yang diperintah

2
Jabatan

4 Maksud Perjalanan Dinas

t Alat angkut yang dipergunakan

6 a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7 a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali

8 Pengikul

Pembebanan Anggaran
a. APB Desa
b. Swadaya/Pihak Ketiga/sejenisnya

10. Keterangan lainJain

SPPD No.

NAMA

11. Surat Perintah Perjalanan Dinas

I
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Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
Ke

KEPALA DESA

NAMA

ll. Tiba di
Pada tanggal
Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala

Ill. Tiba di
Pada tanggal
Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala

lv.Tiba di ..

Pada tanggal :.

Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala

V. Tiba kembali di
Pada tanggal
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa prlrjalanan
tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan dalarn waktu
yang sesingkat-singkatnya.

KEPALA DESA

NAMA

VI. CATATAN LAIN.LAIN

VII. PERHATIAN
Pejabat yang berurenang menerbitkan SPPD, aparatur Desa yang rrclakukan
perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal berangkatltiba serta kaur
Keuangan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara
apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.
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12. Surat Kuasa

PEMERINTAH I{ABUPATEN KETAPANG

Telp. ........... Email Website : ...

T I

SURAT KUASA
NOMOR: /lll

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama
b. Jabatan

MEMBERI KUASA

Kepada :

a. Nama
b. Jabatan

Untuk

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sellagaimana
mestinya.

Tempat, Tanggal Bulen Tahun

Yang diberi kuasa
NAMA JABATAN,

NAMA

Yang memberi kuasa
KEPALA DESA,

NAMA

KECAUATAN



13. Surat Undangan
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PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
I(DCAMATAI{

DESA
Telp. .....

Alamat : .......,........
Email : .,..,...,.....,...... Website

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepada
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

'.tttt
: Penting (menyesuaikan)
: Satu lembar (menyesuaikan)
: Undangan

Yth

di-

Hari

Tanggal

Pukul

Tempat

Acara

KEPALA DESA,

NAMA

Catatan

1

2

Catatan :Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu
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Undangan dalam Bentuk Kartu

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN

DESA
Alamat : ...

Telp. .,......... Email Website

nil
w

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapaldlbu/Saudara

pada acara

hari............/(tanggal)... ..... ....., pukul..........WB
bertempat di......................

+ Harap hadir 30 menit sebelum
acara dimulai dan undangan dibawa

* Konfirmasi :

Pakaian
Laki-laki
Perempuan
TNI/POLRI
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14. Surat Panggilan

PEMERINTAH I(ABUPATEN I(ETAPANG
KEICAMATAN

DESA
Alamat

Telp. ........... Email Website

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Tempat, Tanggal Bulan Ta[un

Kepada
tltt

Penting
di-

: Panggilan

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor
..., pada:

Hari

Tanggal

Pukul

Tempat

Menghadap
kepada

Alamat

Untuk

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi pertratian

sepenuhnya.

NAMA

Yth

KEPALA DESA..........,
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15. Nota Dinas

PEMERINTAH I(ABUPATEN I{ETAPANG
KBCAMATAN

DESA
Telp. ..,..

Alamat :

, Email : ..... ........Website

5fl
w

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

tttt

KEPALA DESA,....,...,

NAMA

Catatan : Nota Dinas tidak dibubuhi cap/stempel dinas

NOTA - DINAS



16. Lembar Disposisi
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PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN

DESA
Alamat

Telp. ........... Email ...........Website

Hal

Catatan :

LEMBAR DISPOSISI

Diterima Tgl :

No. Agenda :

Sifat :

Esangatsegera E Segera E Rahasia

Dengan hormat harap:

I Tanggapan dan Saran
E Proses lebih lanjut
! Koordinasl/konfirmasikan

tr

Nama Jabatan
Paraf dan tanggal

Nama Pejabat

No. Surat :

Tgl. Surat :

Surat dari

Diteruskan kepada Sdr..

Dan seterusnyanya ... ... ... .

tr ...

n...
! ...

I

I



17. Telaahan Staf

PEMERINTAH I{ABUPATEN XETAPANG
KgCAMATAN

DESA
Telp.

Alamat

Email : .... Website

I
554

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Lampiran
Hal

tltt

Bagian persoalan memuat pernyalaan singkat dan jelas tentang persoalan yarg akan
dipecahkan.

ll. Praanggapan

Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhrrbungan
sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa
m6ndatang.

lll. Fakta-FaktayangMempengaruhi

Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan ana isis dan
pemecahan persoalan.

lV. Analisis

Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalirn serta
akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan alau cara
bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.

V. Kesimpulan

Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan salu cara bertincak atau
jalan keluar sebagai pemecahan percoalan yang dihadapi.

Vl. Saran

Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi
persoalan yang dlhadapi.

NAMA JABATAN,

NAMA

TELAAHAN STAF

L Persoalan
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18. Pengumuman

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN

DESA
Alamat

Te|p. ........... Email Website

PENGUMUMAN
NOMOR: /lll

TENTANG

Ditetapkan di
pada tanggal..

NAMA

KEPALA DESA.......,.,
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19. Laporan

PEMERII{TAII KABI'PATEN KETAPAI{G
XDCA}IATAN

DESA
Alamat: .......

Tel9. ........... Email : Website

zI !

LAPORAN
TENTANG

l. Pendahuluan

A. Umum/latar belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

ll. Kegiatan yang dilaksanakan

lll. Hasil yang dicapai

lV. Kesimpulan dan Saran

v. Penutup

Dibuat di
pada tanggal

NAMA JABATAN,

NAMA



20. Rekomendasi
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PEMERINTAH I(ABIIPATEN I(ETAPANG
KECA}IATAN

DESA
Telp. .......,.,. Email : .........................Website

REKOMENDASI...
NOMOR: /lll

a

b

Tempat, Tanggal Bulan fahun

KEPALA DESA. .. . .. ..,

NAMA
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2'1. Surat Pengantar

PTMERINTAH I(ABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN

DESA
Alamat:

Email : ...., WebsiteTelp. ....

fl
G

I

Yth

Tempat, Tanggal Bulan '[ahun

Kepada

di-
Ketapang

SURAT PENGANTAR
NOMOR: / I I I

Diterima tanggal

Keteranltan

Pengirim
Nama Jabatan,

NAMA

Penerima
Nama Jabatan,

NAMA

Nomor telepon .

No Jenis yang dikirim Banyaknya

I

I



22. Berila Acara

-48-

PEMERINTAH T{ABUPATEN KETAPANG
KBCAMATAN

DESA
Telp. .....

Alamat

Email : ..,. Website

aI l

BERITA ACARA

NOMOR: /lll

Pada hari ini tanggal tahun
.. kami masing-masing:

yang selanjutnya disebut Pihak Pertama
(memuat nama, Jabatan dan alamat)

yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ..... untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

Pihak Kedua

NAMA NAMA

Catatan : Lampiran Berita Acara adalah dokumen tambahan yang berisi antara
lain laporan, notulensi, memori, daftar hadir seperti arsip yang terkait
dengan materi muatan suatu berita acara.

1

2

Pihak Pertama
KEPALA DESA........
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23. Notulen

NOTULEN

Sidang/Rapat
Hari/Tanggal
Waktu Panggilan
Waktu sidang/rapat
Acara

2. dan seterusnya
3. Penutup.

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua
Sekretaris
Pencatat

Peserta sidang/rapat . 1

2. dan seterusnya.

Kegiatan Sidang/Rapat : 1. ..................
2. dan seterusnya.

1. Kata Pembukaan
2. Pembahasan
3. Peraturan

1

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

NAMA JABATAN,

NAMA
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24. Dallar Hadir Rapat

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KBCAMATAN

DESA
Alamat

Telp. .....,...., Email Website : ...,,.

II

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari

Tanggal

Waktu

Tempat

Acara

KE'T.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
NAMA JABATAN,

NAMA

TANDA
TANGANNO. NAMA JABATAN

1.

2.
3.

dan
seterusnya
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25. Piagam

J

F!

T

KEPALA DESA

PIAGAM PENGHARGAAN
Nomor:/ / I I

KEPALA DESA....... dengan ini memberikan penghargaan kepada:

TempauTanggal lahir : ...

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

KEPALA DESA........,

NAMA
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26. Sertifikat

yang
tanggal

KEPALA DESA

SERlt'IF'II{AtI'

Diberikan kepada:

Nama :

Alamat :

Sebagai/Atas partisipasinya dalam
diselenggarakan o1eh.......... ..... dari

Tempat, Tanggal Bulan Tahur

Kepala Desa ..............,

NAMA
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27. Surat Penunjukan "Plh."

PEMERINTAH I(ABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN

Dasar

Kepada

Untuk

1

2

SURAT PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
NOMOR: /lll

MEMERINTAHKAN:

Nama

Jabatan

1. Terhitung mulai tanggal ... di samping jabatannya sebagai ...,

juga sebagai Pelaksana Harian ...

2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh targgung

jawab.

Ditetapkan di .

pada tanggal

KEPALA DESA.........,

NAMA
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A. PENEMPATAN a.n, Plt, Plh dan Pj
'l . Penggunaan "a.n.":

a.n. KEPALA DESA ......
SEKRETARIS DESA/KEPALA
SEKSI/KEPALA URUSAN,

MMMMMMMM

2. Penggunaan "Plt"

Ph. KEPALA DESA,.....,
SEKRETARIS DESA/KEPALA

SEKSI/KEPALA URUSAN,

MMMMMMMM

PIh. KEPALA DESA......
SEKRETARIS DESA/KEPALA SEKSI/KEPALA URUSAN,

MMMMMMM

4. Penggunaan "Pj":

PJ KEPALA DESA.

MMMMMMM

Ph. SEKRETRIS Dt:SA .....
KEPALA SEKSI/KEPALA

URUSAN . .. ...,

MMMMMMMM

3. Penggunaan "Plh':
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Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut angka

Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda

hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama na skah dinas

yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor ralaman.

Jika naskah dinas memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi

nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor

lanjutan dari halaman sebelumnya.

C. PENGGUNAAN UNTUK PERHATIAN (u.p)

Alamat surat dengan menggunakan istilah u.p (untuk perhatian) digunakan
untuk keperluan berikut:
1. untuk mempercepat penyelesaian surat yang diperkirakan cukup dilakukan oleh

perangkat Desa tertentu di Desa;
2. untuk mempermudah penyampaian oleh sekretariat penerima surat kepada

perangkat desa yang dituju dan untuk mempercepat penyelesaian rya sesuai
dengan maksud surat;

3. untuk mempercepat penyelesaian surat karena tidak harus menunggu kebijakan
langsung Kepala Desa.

Contoh penggunaan "u.p':

Yth. Kepala Desa
u. p. Sekretaris Desa/Kasi/Kaur.
di-

D. PARAFDAN PENULISANNAMA

1. Contoh Pembubuhan Paraf

(1) KEPALA DESA......, (2)
a.n. KEPALA OESA.....

SEKRETARIS DESA/ <EPALA
SEKSUKEPALA URUI;AN, (1)

MMMMMMMM
MMMMMMMIJI

Ket : (1) untuk Kasi/Kaur
(2) untuk Sekretaris Desa Ket : (1) untuk Kasi/Kaur

B. NOMOR HALAMAN DAN LAMPIRAN
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2. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas:

a. penulisan nama Kepala Desa/Ketua BPD pada naskah dinas d:rlam bentuk
produk hukum tidak menggunakan gelar;

b. penulisan nama Kepala Desa/Ketua BPD pada naskah dinas r;urat selain
produk hukum dapat menggunakan gelar;

c. nama Sekretaris Desa pada naskah dinas dalam bentuk produk lrukum tidak
menggunakan gelar;

d. nama perangkat desa pada naskah dinas surat selain produk hrrkum dapat
menggunakan gelar,

CONTOH MATRIK KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA

Bisa dibndatangani o!€h S€kd6s/lGsi./Kaur Jika
diliqpqtrlrn.ole! lglej_a
Bisa dibndstan8ani oleh ser l.gKssi Jika dilimpal*xn

Biss ditandat0nrani ol€h sel J.tKssi Jika dilimpd*an
oleh Kadcs atau Kac .s B.rhslqngq)

Bisa ditadslsnssni oleh Set l.e Kasi Jika dilimpanlan
oleh L'odes aiau Kad is

Bisa ditandatanSani oleh s.t t s/Kasi Jika dilimpahk$
oleh Krdes atatr Ksd rs B€rhalaqar

Bis dihodatsnS&i oloh Set l.s'ksi Jik dilimpahknn
-,&rE!,su!

Lembardisposisi

T€llahen SEf

Bisa dilsrda.angani oleh Sel l€s/X-asi Jika d;limFhkd
il&rtdclcs- - .-

Biss diilnddatrgmi olel S.I les/K,si Jiks dilimpshka,
oieh Kad.s alsu Ksd is

Bis diE dab,sui olel' Seli ledxai Jits dilimpsht o

_ sl"!!4j",@I!4 i! B.!44s?L
Bisa dirad.lrngmi olch sek leJKrsi Jika dilimpshlan

i! I]e4o&!'s,!'
Bis dilardltonsani oleb Sek lctK.asi Jita dilimrnnkan

'! &Ih^l,ns-
Bis. dibdsbngaDi ol€h Set,lcs Klsi J;ta dilimpGhke

lts9rE@cq
aisa ditadahnSoni ol.h Sek, hs/Kasi Jik! dilimpshkn

atau Kad, s Ucrhalangan
Bisa dib.dsEIgei olch S€kr btKlsi Jika di limpahkatr

!&@
Bisa ditad!&nsui oleh Selti cs/Krsi Jika dilimpshkan

ol€h Kades arau Kad, s ll$halan-an
Bisa di&ldll,ngmi olefi Sek( ca Kisi Jik! dilimpahk n

!,Ee@. --.
Bisa dib.l"6!s&i oleh S€k(.yKssi Jika dilimrE]*o

oleh Xales atau Ka& s

Surat Psngant r Bis ditsndsran8ani ol.h S.t( cdKasi Jita dilimFhkin

Bisa ditandabn8ui ol€h S€k( eyKasi Jiks dilimp.hkao
oleh ltud.s atau Xs& s a.rhalonsan

Bis dibtrdatanSrni oleh Sekc ee Krsi J*a dilimpahbn
oleh Kdes ar.u L1!& ! !9.!,lj!ria.{,

Bisd;ta d.anga' olelt Sek js,KrsiJi}3 diJiorpd'kanOaftar Hadir

2.

paraf

5

10

6

P6ra&r:n Kep6L D€se

Peraturan b€rsama Kepeh D€sa

Kepufusan Kepala Oesa

Surat Biasa

Eerih Desa

11

'12

13

15

16

17

Surat Perinbh Tugas

Su€t perintah PorFlanan Dinas

Surat Kebrangan

Surat Perin&h

Surat lzin

Surat Kuasa

Surat undang6n'18

19

20

Surat Panggilan

21

22

paftl

24.

25

26. patal

27

2a

29

29 Piagam

30 Seftnk t

oleh [dJcs atau Kade,

-f

t._11't:'::1 
.,

--t--

-TI

, 
--f-l

l

t
7 I SelirEn Pmduk Hukum 1-4t
s I 

'n*uki

--- 1

* 
]_s,,"r 

e.,nnii"n

I-l

I

I
I

I
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_-l
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I
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E. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

2,7 cm 3,8 cm 4cm

stempel Pemerintah Desa dan BPD

F. BENTUK, UKURAN DAN ISIKOP NASKAH DINAS

1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama F'emerintah
Daerah, Kecamatan dan Desa adalah:

a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
b. tulisan nama kecamatan dengan huruf arial '14

c. tulisan nama Pemerintah Desa/BPD dengan huruf arial 18.
d. untuk produk hukum Desa dengan Huruf Bookman Oldstyle '12

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut

Contoh 1 : Kop naskah dinas Produk Hukum Pemerintah Desa

KABUPATEN KETAPANG

PERATURAN DESA/ PERATURAN KEPALA DESA/ PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA / KEPUTUSAN KEPALA DESA.

NOMOR.....TAHUN.............
TENTANG

DENGAN RAHM;i iuieiti inuo rtreHn esn

KEPALA O8SA...,.,.,.,,,

(isi)

DES4......

rATArr

* * mDE${,.,,* *

,trnret\
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Contoh 2 : Kop NagkalfDinas Surat Pemerintah Desa

PEMERI NTAH KABU PATEN KETAPANG
KECAMATAN......

DESA
Jalan ...

Telp
Nomor ....... Ketapang Kode Pos

....., Faks : ......
. Website : .E-mail

Contoh 3: Kop naskah dinas Produk Hukum Badan Permusvawaratan []esa

KABUPATEN KETAPANG

NOMOR,,...TAHUN..,,,,,...,.,
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAOAN PERMUSYAWARATAN OESA......,.,.,.

(isi)

Contoh 4 : Koo Naskah Dinas Surat Badan Permusvawaratan Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAI\IATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jalan ................ ........... Nomor....... Ketapang Kode Pos

Telp: .......... . ... ........ ., Faks: . ...

E-mall: ..... ............. Website : ......................

PERATU RAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... -......./
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.,...............
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G. PENOMORANSURAT
'1. Sifat Surat

SS : Sangat Segera
S : Segera
P : Penting
B : Biasa

2. Nomor Registrasi pada Buku Surat Keluar
Dimulai dari nomor urut 001 sampai dengan nomor urut terakhir sslama satu
tahun berjalan.

3. Kode Pengelola Surat Sesuai Bidang Tugasnya
SET : Sekretariat Desa (TU Umum,Perencanaan,Keuan,;an)
PEM : Seksi Tata Pemerintahan
KESRA : Seksi Kesejahteraan
LAYAN : Seksi Pelayanan
BPD : Badan Permusyawaratan Desa

Kode Klasifikasi
140 PEMERINTAHAN DESA
141 PengangkatandanPemberhentian
142 Penghasilan Pamong Desa
143 Kekayaan Desa
144 Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, Rembug [resa
145 Administrasi Desa
146 Kewilayahan
146.1 Pembentukan Desa
146.2 Pemekaran Desa
146.3 Perubahan Batas wilayah/Perluasan Desa
146.4 Perubahan Nama Desa
146.5 Kerjasama Antar Desa
147 Lembaga-Lembaga Tingkat Desa

410
411
411 .1

411.11
411.12
411.13
411 .14
411.2
412.21
412.23
412.24
411.3
411.31
411.34
411.36
411.4
411.41
411.42
411.43
411.5
411.51
411.55
41 1.6
411 .61
412
412.1
412.11
412.12

PEMBANGUNAN DESA
Pembinaan Usaha Gotong Royong
Swadaya Gotong Royong
Penataan Gotong Royong
Gotong Royong Dinamis
Gotong Royong Statis
Pungutan
Lembaga Sosial Desa
Pembinaan
Proyek
Musyawarah
Latihan Kerja Masyrakat
Kader Masyarakat
Kursus-Kursus
Keterampilan
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Program
Pembinaan Organisasi
Kegiatan
Penyuluhan
Publikasi
Penyuluhan Lapangan
Kelembagaan Desa
Kelompok Tani
Perekonomian Desa
Produksi Desa
Pengolahan
Pemasaran
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412.2 Keuangan Desa
412.21 Perkreditan Desa
41 2.22 lnventarisasi Data
41 2.23 P erkembangan/Pelaksanaan
41 2.24 Bantuan/Stimulans
41 2.25 PelunluUPembinaan Pelaksanaan
412.3 Koperasi Desa
412.31 Badan Usaha Milik Desa
412.32 Koperasi Usaha Desa
412.6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
412.61 Bantuan Lansung
413 Prasarana Desa
413.1 Prasarana Desa
413.11 Pembinaan
413.12 Pemukiman Kembali Penduduk
413.21 Lokasi
413.22 Diskusi
413.23 Pelaksanaan
413.3 Masyarakat Pradesa
413.31 Pembinaan
413.32 Penyuluhan
4'13.4 Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa
413.4'1 Rumah Sehat
413.42 Pelaksanaan
413.43 Pengembangan
41 3.44 P erbaikan Kam pung
414. Pengembangan Desa
4'14.'1 Tingkat Pengembangan Desa
414.11 Jumlah Desa
414.12 Pemekaran Desa
414.13 Pembentukan Desa Baru
414.14 Evaluasi
414.2 TalaDesa
414.21 lnventarisasi
414.22 Penyusunan Pola Tata Desa
414.23 Aplikasi Tata Desa
414.24 Pemelaan
41 4.25 P edoman Pelaksanaan
414.26 Evaluasi
414.3 Perlombaan Desa
414.31 Pedoman
414.32 Penilaian
414.33 Kejuaraan
414.34 Piagam

4. Bulan Pembuatan Surat dengan angka Romawi
Misal : Januari : I

Ferbuari : ll
Dst....

Contoh Penomoran :

Nomor : P/001/SET. 145lllll2022
Nomor : P/001/BPD. 140 llll2022

H. BENTUK, UKURAN DAN ISISAMPUL NASKAH DINAS

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara
daerah, kecamatan, dan desa adalah:
a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.

b. tulisan nama kecamatan dengan huruf arial '14.

c. tulisan nama Desa/BPD dengan huruf arial 18.

tulisan nama Iremerintah
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Contoh : Kop samDul naskah dinas

Nomor

Lembar kertas surat

Keama nan/
patan proses

: naskah dini s

Kode Pos

fo1,

Pertama, sepertiga b€ gian
bawah lembaran kertas r;urat
dilipat ke depan

PEMERINTAH KABUPATEN KETAP
KECAMATAN

DESA
Jalan Kode Pos

Telp
E-Mail

Yth

Kepada

Sdr. ... .

di-

stempel

Contoh : Cara melipat kertas surat

tnr

No
,,, FAKS
Website

I
Yn1

Ketiga, surat dimasukkan ke
dalam sampul dengan bagian
kepala surat menghadap ke
depan ke arah pembaca
penerima surat

Kedua, sepertiga bat)ian
atas lembaran kertas surat
dilipat ke belakang

Pada sampul yang menggunakan
jendela kertas kaca, alamat trrjuan
pada kepala surat harus tepat di
balik jendela kertas kaca
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I. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

1, BENTUK.

Papan nama Pemerintah Desa berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi
empat.

Contoh

2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3 : 4.

a. ukuran huruf " 3 " untuk tulisan Pemerintah Kabupaten.
b. ukuran huruf " 3 " untuk tulisan Kecamatan.
c. ukuran huruf " 4 ' untuk tulisan nama Desa/BPD

3. BAHAN.

1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikrn dengan
kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plzt dan lain
sebagainya.

2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat mengg rnakan cat
atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.
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Contoh 1 : PaDan nama Kantor Desa

Contoh 2: Papan nama BPD

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI KETAPANG,

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
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KEPALA BAG
SETDA KAB.
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